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ABSTRAK 

Tesis dengan judul “Penjualan Langsung Berjenjang Jasa Layanan Umrah 

dan Haji Plus dalam Perspektif Hukum Islam (Studi multisitus PT. Arminareka 

Perdana dan PT. Reward Indonesia Madani Jakarta)” ini ditulis oleh Mukhid 

dibimbing oleh Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag dan Dr. H. Ahmad Muhtadi 

Anshor, M.Ag. 

Latar belakang penelitian ini adalah adanya fenomena bahwa di era 

globalisasi saat ini, sistem pemasaran menjadi faktor penting dalam suatu 

perusahaan untuk dapat bersaing dan bertahan. Berbagai macam sistem pemasaran 

diterapkan oleh PT. Arminareka Perdana dan PT. Reward Indonesia Madani untuk 

memasarkan jasa layanan perjalanan umrah dan haji plus salah satunya 

menggunakan sistem penjualan berjenjang yang menurut sebagian kalangan masih 

diragukan kehalalannya. 

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah: (1) Bagaimana sistem pemasaran 

umrah dan haji plus PT. Arminareka Perdana; (2) Bagaimana sistem pemasaran 

umrah dan haji plus PT. Reward Indonesia Madani; (3) Bagaimana tinjauan 

Hukum Islam terhadap sistem pemasaran umrah dan haji plus PT. Arminareka 

Perdana dan PT. Reward Indonesia Madani.     

Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Mekanisme 

penjualan yang dijalankan oleh PT. Arminareka Perdana termasuk dalam katagori 

sistem penjualan langsung berjenjang (PLB), meskipun pengelola PT. Arminareka 

Perdana menyatakan bahwa pemasaran yang dilakukan bukan termasuk penjualan 

langsung berjenjang. Mereka juga mengungkapkan ketika mengurus perijinan 

penjualan dengan sistem berjenjang atau MLM pada Kementerian Perdagangan 

ternyata ditolak karena tidak memenuhi syarat, (2) PT. Reward Indonesia Madani 

menerapkan konsep pemasaran berjenjang yang mengedepankan sistem saling 

menguntungkan, kerjasama dan transparan. Sistem pemasaran PT. Reward 

Indonesia Madani ini hampir sama dengan sistem pemasaran yang dipraktekkan 

PT. Arminareka Perdana. Perbedaannya, PT. Arminareka Perdana memiliki biro 

perjalanan umrah dan haji plus untuk memberangkatkan jama’ah yang sudah 

membayar lunas, sedangkan PT. Reward Indonesia Madani tidak memiliki biro 

perjalanan umrah dan haji untuk memberangkatkan member yang telah membayar 

lunas. Member PT. Reward Indonesia Madani yang telah melunasi biaya 

perjalanan umrah atau haji akan diberangkatkan dengan biro perjalanan umrah 

dan haji lain, (3) Sistem pemasaran umrah dan haji plus PT. Arminareka Perdana 

dan PT. Reward Indonesia madani belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa 

DSN-MUI tentang penjualan langsung berjenjang syariah jasa layanan umrah, 

masih ada beberapa ketentuan fatwa yang belum terpenuhi. 

Kata Kunci: Penjualan langsung berjenjang, Umrah dan Haji Plus, PT. 

Arminareka Perdana dan Reward Indonesia Madani, Perspektif Hukum 

Islam. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini, sistem pemasaran menjadi faktor penting 

dalam suatu perusahaan untuk dapat bersaing dan bertahan. Menghadapi 

kenyataan banyaknya barang atau jasa yang sejenis dengan kualitas yang 

beragam dan selera konsumen yang mudah berganti serta munculnya pesaing-

pesaing baru, mengakibatkan tingkat persaingan menjadi semakin tajam. 

Perusahaan harus dapat mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki bahkan 

memperluas pangsa pasar tersebut agar dapat bersaing dengan perusahaan 

lain sejenis. 

PT. Arminareka Perdana dan PT. Reward Indonesia Madani adalah dua 

perusahaan yang memasarkan jasa layaanan umrah dan haji. Berbagai macam 

sistem pemasaran dilakukan kedua perusahaan ini dalam memasarkan produk 

layanan umrah dan haji, baik penjualan secara langsung ataupun dengan 

sistem penjualan langsung berjenjang (PLB) atau multi level marketing 

(MLM). Sistem penjualan langsung berjenjang dirasa cukup efektif untuk 

memasarkan produk mereka, sebagai bukti PT. Arminareka Perdana Tahun 

2010 tercatat memberangkatkan 539 jama’ah haji plus dan 3.411 jama’ah 

umrah, tahun 2011 memberangkatkan 520 jama’ah haji plus dan 12.160 

jama’ah umrah, tahun 2012 memberangkatkan 654 jama’ah haji plus dan 

22.000 jama’ah umrah, tahun 2013 memberangkatkan 640 jama’ah haji plus 

dan 27.000 jama’ah umrah, dan tahun 2014 tercatat memberangkatkan 576 

jama’ah haji plus dan 22.306 jama’ah umrah.
1
 

Di PT. Arminareka untuk mendaftarkan diri menjadi calon jama’ah 

umrah atau haji, seorang jama’ah cukup membayar DP keberangkatan sebesar 

Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk umrah dan Rp. 

5.000.000 (lima juta rupiah) untuk haji. Bila DP sudah dibayar, maka jama’ah 

tersebut telah sah menjadi calon jama’ah umrah atau haji. Sedangkan di PT. 

                                                             
1
 Wawancara denga Puput karyawan PT. Arminareka tangal 6 februari 2015 
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Reward Indonesia Madani DP umrah dan haji hanya sebesar Rp. 1.500.000 

(satu juta lima ratus ribu rupiah). 

Untuk mencukupi kekurangan biaya jama’ah bisa mengangsur setiap 

bulan atau mempromosikan kepada jama’ah lain untuk bergabung menjadi 

calon jama’ah umrah dan haji. Komisi yang akan diterima oleh jama’ah yang 

berhasil mereferensikan satu calon jama’ah umrah PT. Arminareka adalah 

Rp. 1.500.000  dan Rp. 2.500.000  untuk calon jama’ah haji.
2
 Adapun komisi 

yang diterima member PT. Reward Indonesia Madani sebesar Rp. 450.000.  

Selain itu, apabila setelah mereferensikan satu orang calon jama’ah 

melahirkan anggota yang lain, maka jama’ah yang mereferensikan 

sebelumnya akan mendapatkan komisi pasangan dan royalti. PT. Arminareka 

Perdana menghargai komisi pasangan sebesar Rp. 500.000, sedangkan komisi 

royalti sebesar Rp. 1.000.000. Sedangkan di PT. Reward Indonesia Madani 

bonus pasangan dihargai Rp. 200.000 perpasang mulai level 1 sampai level 

tak terbatas dalam jaringan.
3
 

Mengenai sistem bisnis penjualan langsung berjenjang atau MLM, para 

ulama berbeda pendapat terhadap kedudukan hukumnya. Sebagian ulama 

berpendapat bahwa sistem bisnis MLM kurang sesuai dengan syari’at Islam 

karena mengandung unsur qimar, selain itu sifat bisnis sistem MLM secara 

etika dianggap bisa mengotori hati dikarenakan sistem ini berorientasi pada 

profit material semata. Karena orientasinya profit material sehingga 

menimbulkan kecenderungan untuk merekrut konsumen sebanyak-banyaknya 

yang seringkali dalam praktek menimbulkan tindakan yang kurang terpuji, 

yaitu pada awalnya seseorang tidak tertarik dengan bisnis ini namun berbagai 

cara ditempuh oleh upline untuk mengajaknya akhirnya terpengaruh ikut 

bergabung menjalani usaha tersebut. 

                                                             
2
 Buku Panduan Support Sistem Penyelenggara Umrah dan Haji Plus PT. Arminareka Perdana 

3 Website PT. Reward Indonesia Madani , www.mobil89.com 
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Selain itu dampak negatif dari bisnis ini adalah menjadikan manusia 

sebagai mesin yang mengeksploitasi hubungan (networking) yang dimiliki 

setiap orang.
4
 Namun ada juga sebagian ulama yang tidak melarangnya 

selama bisnis tersebut tidak mengandung unsure gharar, maysir, dan 

pemaksaan yang melanggar prinsip-prinsip fiqih muamalat. 

Mengingat ibadah umrah dan haji haruslah ditempuh dengan dana yang 

halal, tidak boleh pada dana yang samar (syubhat) apalagi yang haram, karena 

apabila dana yang digunakan untuk keberangkatan umrah atau haji itu didapat 

dari perkara yang samar (syubhat) maka tentunya akan berpengaruh pada 

kemabruran umrah atau haji itu sendiri, maka penulis tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul Penjualan Langsung Berjenjang Jasa 

LayananUmrah dan Haji Plus Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi 

Multisitus PT. Arminareka Perdana  dan PT. Reward Indonesia Madani 

Jakarta). 

2. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menfokuskan penelitian pada sistem 

pemasaran umrah dan haji plus dalam perspektif hukum Islam pada PT. 

Arminareka Perdana dan  PT. Reward Indonesia Madani, tidak membahas 

sistem pemasaran barang atau jasa secara umum selain umrah dan haji plus, 

ataupun sistem pemasaranpada perusahaan lain. 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, selanjutnya penulis 

mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pemasaran umrah dan haji plus PT. Arminareka 

Perdana? 

2. Bagaimana sistem pemasaran umrah dan haji plus PT. Reward Indonesia 

Madani? 

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pemasaran umrah dan 

haji plus PT. Arminareka Perdana dan PT. Reward Indonesia Madani? 

                                                             
4
 Benny Santoso,  All About MLM, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003), 65  
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B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Multi Level Marketing (MLM) 

Bisnis MLM atau juga dikenal dengan sebutan Network Marketing 

adalah suatu bentuk pendistribusian produk, baik berupa barang atau jasa.
5
 

Hafidz Abdurrahman dalam tulisannya menyatakan bahwa Multi level 

marketing secara harfiah adalah pemasaran yang dilakukan secara banyak 

tingkatan, terdapat istilah up line (tingkat atas) dan down line (tingkat 

bawah).
6
 Up line dan down line merupakan suatu hubungan pada dua level 

yang berbeda, yakni ke atas dan ke bawah, dan jika seseorang disebut up line, 

maka ia mempunyai down line, baik satu maupun lebih. Secara umum, dalam 

bisnis MLM ini seorang up line akan mendapatkan manfaat berupa 

bonus/komisi dari perusahaan apabila downlinenya berhasil melakukan 

penjualan produk yang dijual oleh perusahaan. 

Untuk masuk dalam jaringan bisnis pemasaran Multi level Marketing, 

biasanya setiap orang harus menjadi member (anggota jaringan) terlebih 

dahulu, ada juga yang diistilahkan dengan sebutan distributor, kadangkala 

membership tersebut dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran 

keanggotaan dengan membayar sejumlah uang pendaftaran, disertai dengan 

pembelian produk tertentu agar anggota tersebut mempunyai point, dan 

kadang tanpa pembelian produk.  

Sistem pemasaran Multi Level Marketing ditemukan oleh dua orang 

profesor pemasaran dari Universitas Chicago pada tahun 1940-an. Produk 

pertama yang dipasarkan adalah vitamin dan makanan tambahan Nutrilite. 

Dan pada saat itu, perusahan Nutrilite Products Inc. merupakan salah satu 

perusahaan di Amerika yang dikenal telah menggunakan metode penjualan 

secara bertingkat.
7
 Di Indonesia, terdapat lebih dari 600 perusahaan yang 

mengatas namakan dirinya menggunakan MLM, antara lain: Ahadnet, K-

                                                             
5
 Tarmidzi Yusuf, Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal, Cet I, (Jakarta: PT: gramedia, 2002). 3 

6
 http: www.hayatulislam.net/MLM/Marketing. Diakses pada tanggal 27 Mei 2015. 

7
 http://www.besthomebiznetwork.com/MLM/. Diakses tanggal 27 Juni 2015. 

http://www.hayatulislam.net/
http://www.besthomebiznetwork.com/
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Link, CNI Herbalife, HPA, Tupperware, dan lain-lain. Dan untuk mengetahui 

atau mengenal satu persatu  perusahaan yang menggunakan sistem ini, 

tentulah membutuhkan waktu yang panjang namun suatu perusahaan dapat 

memberikan penjelasan secara utuh tentang program-program perusahaan 

tersebut melalui buku atau presentasi. 

2. Hukum MLM dalam tinjauan Fiqh 

Secara fiqh sebuah akad (transaksi) harus ada ma’qud ‘alaih (obyek 

transaksinya), akad tanpa ma’qud alaih adalah batal. Tidak bisa disebut 

dengan Multi Level Marketing, kalau tidak ada sesuatu yang dimarketing-kan. 

Untuk MLM yang menjual produk berupa barang, maka pada hakekatnya 

kegiatan MLM adalah transaksi jual beli (al-bai’ atau al-buyuu’), dan sudah 

menjadi kesepakatan ulama’ bahwa jual beli adalah merupakan akad yang 

dihalalkan oleh syariah Islam, berdasarkan Al-Quran, sunnah dan Ijma’. 

Semua bisnis yang menggunakan sistem MLM dalam literature syariah 

Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalah yang dibahas dalam bab al-

Buyu’ (jual beli) yang hukum asalnya secara prinsip boleh berdasarkan kaidah 

fiqh (al-ashlu fil asya’ al-ibahah) hukum asal segala sesuatu termasuk 

muamalah adalah boleh selama bisnis tersebut bebas dari unsur-unsur haram 

seperti riba (sistem bunga), gharar (tipuan), dharar (bahaya), dan jahalah 

(ketidakjelasan), dzulm (merugikan hak orang lain) disamping barang atau 

jasa yang dibisniskan adalah halal.Diantara dalil halalnya jual beli adalah 

firman Allah SWT. : 

اَ الْبَ يْعُ الَّذِينَ يََْكُلُونَ الرِِّبََ لا يَ قُومُونَ إِلا   يْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِِنَ َّهُمْ قاَلُوا إِنََّّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّ
ََ مِثْلُ الرِِّبََ وَأَحَلَّ اللََُّّ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِِّبََ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّهِ فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا سَ  ََ وَأمَْرهُُ إِ اللََِّّ وَمَنْ عَادَ  لَ

 فأَُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit 

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
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telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al-Baqarah :275) 

Ada juga ayat lain : 

نَكُمْ بَِلْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تَِِارَةً عَنْ تَ رَاضٍ مِ  كُمْ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ ََ ُُ نْكُمْ وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ 
 إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.(QS An-Nisaa’: 29 

Mengenai produk atau barang yang dijual apakah halal atau haram 

tergantung kandungannya, apakah terdapat sesuatu yang diharamkan Allah 

seperti unsur babi, khamr, bangkai atau darah. Begitu pula dengan jasa yang 

dijual apakah mengandung unsur kemaksiatan seperti praktik perzinaan, 

perjudian atau perdagangan anak dan sebagainya, dan ini semua bisa kita 

rujuk pada serifikasi Halal dari LPPOM MUI. 

Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM tidak 

hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, melainkan juga produk 

jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan 

imbalan berupa marketing fee, bonus sebagainya tergantung level, prestasi 

penjualan dan status keanggotaan distributor. Jasa penjualan ini (makelar) 

dalam terminologi fiqh disebut sebagai “Samsarah/simsar”. Maksudnya 

perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan 

pembeli) untuk memudahkan jual beli.
8
 Pekerjaan Samsarah/simsar yang 

                                                             
8
 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (: Pena Pundi Aksara, ), Jld VII, 137 
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berupa makelar, distributor atau agen dalam fiqh termasuk akad ijarah yaitu 

transaksi memanfaatkan jasa orang denganimbalan. Pada dasarnya para ulama 

seperti Ibnu Abbas, Imam Bukhari, Ibnu Sirin, Atha dan Ibrahim memandang 

boleh jasa ini.
9
  

3. Pendapat Ulama Tentang Penjualan Berjenjang Syariah 

Ulama berbeda pandangan dalam menentukan hukum Bisnis MLM. 

Ada dua pandangan mengenai hal ini. 

a. Pendapat yang menyatakan bahwa bisnis MLM hukumnya boleh. Pada 

dasarnya hukum dari MLM ini adalah mubah berdasarkan kaidah 

Ushuliyah “Al-Ashlu fil mu’amalah al-ibahah hatta dallad dalilu ala 

tahrimiha (asal dari semua transaksi/perikatan adalah boleh sehingga ada 

indikator yang menunjukkan keharamannya).  

Berdasarkan kaedah fiqih di atas, terlihat jelas bahwa dalam 

wilayah muamalah, Islam memberikan jalan bagi manusia untuk 

melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan 

mediasi dalam melakukan perdagangan atau bisnis lainnya. Selama 

muamalah itu tidak melanggar prinsip-prinsip syari’ah, maka hukumnya 

diperbolehkan. Selain itu, bisnis harus bebas dari unsur-unsur 

riba (sistem bunga), gharar (penipuan), dharar (bahaya), jahalah (tidak 

transparan) dan zhulm (merugikan orang lain) dan yang lebih urgen 

adalah produk yang dibisniskan adalah halal.  

b. Pendapat yang menyatakan haram, walaupun dari aspek produknya 

memang ada yang halal dan haram. Meski demikian, jika produk yang 

halal tersebut diperoleh dengan cara yang tidak syar’i, maka akadnya 

bathil dan kepemilikannya juga tidak sah. Sebab, kepemilikan itu 

merupakan izin yang diberikan oleh pembuat syariat (idzn asy-syari’) 

untuk memanfaatkan zat atau jasa tertentu. Izin syara’ dalam kasus ini 

                                                             
9
 Ibid 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8903172584309676956
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diperoleh, jika akad tersebut dilakukan secara syar’i, baik dari aspek 

muamalahnya, maupun barangnya. 

C. METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang bisa diamati.
10

 

Menurut Lincoln dan Guba sebagaimana dikutip oleh Lexy Moleong bahwa 

terdapat beberapa ciri-ciri penelitian kualitatif, yaitu: 

1. Latar ilmiah, menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan 

yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. 

2. Manusia sebagai alat instrument yakni penelitian sendiri atau dengan 

bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data utama. 

3. Analisis data secara induktif. 

4. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori 

substantive yang berasal dari kata. 

5. Penelitian bersifat deskriptif. 

6. Lebih mementingkan proses daripada hasil.
11

 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu 

suatu pengujiaan secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subjek, satu 

keadaan, tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa.12Dalam penelitian ini, 

studi kasus dilakukan untuk meneliti pelaksanaan sistem pemasaran umrah 

dan haji plus PT. Arminareka Perdana dan PT. Reward Indonesia Madani, 

tinjaun syar’i terkait sistem marketing yang digunakan PT. Arminareka 

Perdana dan PT. Reward Indonesia Madani. 

 

                                                             
10

  Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru, 1989), 16. 
11

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 175. 
12

 Imron Arifin, Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial dan Keagamaan (Malang: Kalimasada, 

1996), 57. 
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D. HASIL PENELITIAN 

1. Sistem Pemasaran Umrah dan Haji Plus PT. Arminareka Perdana 

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian pada Bab IV, sistem 

pemasaran yang dijalankan oleh PT. Armina Utama sukses yang kemudian 

berubah nama menjadi PT. Lima Utama Sukses (LUAS) adalah: Fulan 

bergabung dalam program dengan membayar DP untuk Umrah sebesar Rp 

3.500.000. Fulan mendapatkan hak usaha untuk menjalankan bisnis ini. Fulan 

kemudian mengajak temannya untuk bergabung dalam bisnis ini dengan cara 

membayar DP Umrah sebesar Rp 3.500.000 atau DP haji plus sebesar 

Rp.5.000.000. Atas jasanya dalam mengajak teman bergabung dalam bisnis 

tersebut, Fulan mendapatkan komisi dan bonus dari perusahaan. 

Mekanisme penjualan di atas termasuk dalam katagori sistem penjualan 

langsung berjenjang (PLB) atau multi level marketing (MLM). Penjualan 

langsung berjenjang adalah pemasaran yang dilakukan melalui banyak 

tingkatan, yang biasa dikenal dengan istilah up line (tingkat atas) dan down 

line (tingkat bawah). Up line dan down line umumnya mencerminkan 

hubungan pada dua level yang berbeda atas dan bawah. Bisnis yang 

menggunakan sistem penjualan langsung berjenjang digerakkan dengan 

jaringan yang terdiri dari upline dan down line, meskipun pebisnisnya 

menyebut dengan istilah yang berbeda-beda. Demikian pula dengan bentuk 

jaringan dan mekanismenya. Masing-masing level mendapatkan komisi dan 

bonus sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh yang bersangkutan. 

Seperti hasil wawancara dengan pengelola PT. Arminareka Perdana, 

mereka menyatakan bahwa pemasaran yang dilakukan bukan termasuk 

penjualan langsung berjenjang. Mereka juga mengungkapkan ketika 

mengurus perijinan pejualan dengan sistem berjenjang atau MLM pada 

Kementerian Perdagangan ternyata ditolak karena tidak memenuhi syarat. 

Klaim dari pihak PT. Arminareka penolakan tersebut menunjukkan bahwa 

sistem penjualan mereka bukan termasuk katagori penjualan berjenjang atau 
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MLM. Namun merunut dari berbagai pengertian tentang penjualan langsung 

berjenjang pemasaran yang mereka jalankan tergolong dalam katagori 

penjualan berjenjang atau MLM.  

2. Sistem Pemasaran Umrah dan Haji Plus PT. Reward Indonesia 

Madani 

PT. Reward Indonesia Madani menerapkan konsep pemasaran 

berjenjang yang mengedepankan sistem saling menguntungkan, kerjasama 

dan transparan. Diharapkan semua pihak sama-sama memiliki rasa tanggung 

jawab dan tidak ada yang dirugikan dengan perhitungan sistem dan bonus, 

baik antara perusahaan dengan member maupun mitra kerja yang sama tanpa 

ada pengecualian/keistimewaan, yang membedakan hanya waktu bergabung 

dengan PT. Reward Indonesia Madani. 

Dalam sistem pemasaran yang dijalankan PT. Reward Indonesia 

Madani terdapat istilah upline (tingkat atas) dan down line (tingkat bawah). 

Up line dan down line merupakan suatu hubungan pada dua level yang 

berbeda, yakni ke atas dan ke bawah, dan jika seseorang disebut up line, 

maka ia mempunyai down line, baik satu maupun lebih. Orang kedua yang 

disebut dengan down line ini juga kemudian dapat menjadi up line ketika dia 

behasil merekrut orang lain menjadi down linenya, begitu seterusnya. Setiap 

orang berhak menjadi up line sekaligus down line. Seorang upline akan 

mendapatkan manfaat berupa bonus/komisi dari perusahaan apabila 

downlinenya berhasil melakukan penjualan produk yang dijual oleh 

perusahaan. 

Untuk masuk dalam jaringan bisnis pemasaran semacam ini, biasanya 

setiap orang harus menjadi membership  (anggota jaringan) terlebih dahulu, 

ada juga yang diistilahkan dengan sebutan distributor, kadangkala 

membership tersebut dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran 

keanggotaan dengan membayar sejumlah uang pendaftaran, disertai dengan 

pembelian produk tertentu agar anggota tersebut mempunyai point, dan 

kadang tanpa pembelian produk. Dalam hal ini, memperoleh point adalah 
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sangat penting, karena suatu perusahaan dengan sistem penjualan langsung 

berjenjang (MLM) menjadikan point sebagai ukuran besar kecilnya bonus 

yang diberikan. Karena dua kelebihan tersebut, bisnis dengan sistem 

penjualan langsung berjenjang (MLM) seperti ini diminati banyak kalangan. 

Untuk menjadi member PT. Reward Indonesia Madani (Travel-21-pLus) 

dikenakan biaya membership sebesar   Rp 1.500.000. Selanjutnya member 

tersebut apabila berhasil mengajak member-member lain untuk bergabung 

dengan PT. Reward Indonesia Madani, maka akan mendapatkan bonus 

sebesar Rp. 450.000 dan bonus pasangan sebesar Rp. 200.000 sampai level 

yang tidak terbatas. 

Berdasarkan temuan data di atas, maka sistem penjulan yang dijalankan 

oleh PT. Reward Indonesia Madani termasuk dalam kategori bisnis dengan 

sistem penjualan langsung berjenjang atau dalam istilah lain multi level 

marketing (MLM). Sistem pemasaran PT. Reward Indonesia Madani ini 

hampir sama dengan sistem pemasaran yang dipraktekkan PT. Arminareka 

Perdana. Perbedaannya, PT. Arminareka Perdana memiliki biro perjalanan 

umrah dan haji plus untuk memberangkatkan jama’ah yang sudah membayar 

lunas, sedangkan PT. Reward Indonesia Madani tidak memiliki biro 

perjalanan umrah dan haji untuk memberangkatkan member yang telah 

membayar lunas. Member PT. Reward Indonesia Madani yang telah melunasi 

biaya perjalanan umrah atau haji akan diberangkatkan dengan biro perjalanan 

umrah dan haji lain. 

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Pemasaran Umrah dan 

Haji Plus PT. Arminareka Perdana dan PT. Reward Indonesia 

Madani 

Di dalam melakukan penelaahan hukum halal-haram dari suatu 

transaksi bisnis, para ulama setidak-tidaknya melakukan langkah-langkah 

berikut ini. 

a. Memahami fenomena-fenomena baru yang diperlukan kepastian 

hukumnya (fahmul musykilah al qa’imah). 
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b. Memahami nash-nash sharih maupun nash-nash ghairu sharih dari al-

Qur’an dan al-Hadits (fahmu an-nushusi asy-syar’iyyah) yang berkaitan 

dengan fenomena tersebut agar dapat diketahui kepastian hukumnya 

(fahmu al-ahkamu asy-syar’iyyah) setelah dipertimbangkan dengan 

tujuan-tujuan syariat (fahmul maqasidi asy-syar’iyyah). 

c. Mengistinbath (mengeluarkan) hukum dari nash maupun dari ijtihad dan 

menerapkannya pada fenomena-fenomena baru tersebut. 

Ketiga pendekatan tersebut akan digunakan untuk menganalisis sistem 

pemasaran umrah dan haji plus PT. Arminareka Perdana dan PT. Reward 

Indonesia Madani dari perspektif hukum Islam. 

1. Analisis Syar’i Sistem Pemasaran PT. Arminareka Perdana  

Dewan Syariah Nasional MUI telah menfatwakan ketentuan hukum 

terkait dengan penjualan langsung berjenjang syariah nomor 75/DSN-

MUI/VII/2009 dan fatwa nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang 

penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umrah. PLBS Jasa 

layaanan Umrah menggunakan akad Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah 

dalam rangka jama’ah memperoleh jasa perjalanan umrah dari 

perusahaan, dan akad Ju'alah dalam rangka penjualan langsung 

berjenjang (al-Taswiq al-Syabaki).Sebagian ketentuan-ketentuan dalam 

fatwa telah dipenuhi oleh perusahaan. Namun demikian masih ada 

beberapa ketentuan fatwa yang belum dipenuhi. Ketentuan-ketentuan 

yang belum dipenuhi dapat diuraikan berikut ini. 

a. Ketentuan fatwa: Jama’ah hanya boleh terdaftar pada satu titik atau 

satu kali dalam satu program paket perjalanan umrah yang sama 

dan/atau dalam satu program pemasaran umrah, untuk 

menghindari money game. Prakteknya: Ketentuan ini belum bisa 

dilaksanakan, masih ada jama’ah yang membeli lebih dari satu titik 

atau paket (13 paket, 22 paket, dan 40 paket) dengan nama satu 
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orang. Sisa paket atau titiknya berupa nama kosong atau mungkin 

dinamai dirinya sendiri terlebih dahulu. 

b. Ketentuan fatwa: Obyek akad harus dipastikan waktu penyerahannya 

(pelaksanaan perjalanan umrah) pada saat akad. Prakteknya: jama’ah 

yang bergabung ada yang belum pasti waktu keberangkatan umrah 

atau haji plusnya. 

c. Ketentuan fatwa: Obyek akad harus menjadi tujuan akad (muqtadha/ 

ghayah al-'aqd) bagi jama’ah (untuk menghindari gharar yang 

berupa mukhalafat al-maqshud). Prakteknya:masih ada jama’ah yang 

hanya mengejar bonus dan tidak menjadikan obyek akad (umrah atau 

haji) sebagai tujuan utama.  

d. Ketentuan fatwa: Apabila terjadi pembatalan dari pihak jama’ah 

atas ijarah mausufah fi al-dzimmah berdasarkan udzur syar‘i, maka 

semua harga obyek akad yang telah diserahkan kepada perusahaan 

akan dikembalikan kepada jama’ah setelah dikurangi biaya-biaya 

nyata yang wajar. Prakteknya: Jama’ah tidak mendapatkan 

pengebalian uang dari perusahaan karena hanya menerima voucher 

yang tidak bisa ditukarkan dengan uang tunai di perusahaan. 

Voucher tersebut hanya bisa dipindahtangankan atau dijual pada 

jama’ah lain. 

e. Ketentuan fatwa: Jumlah jama’ah/mitra level bawah (down-line) dan 

yang dibina oleh mitra level atas (up-line) harus dibatasi sesuai 

kebutuhan dan kewajaran untuk umrah. Prakteknya: ketika 

bergabung jama’ah masih ada yang membeli paket dalam jumlah 

besar sekaligus tanpa memperhitungkan kebutuhan dan kewajaran 

untuk umrah. Mitra level bawah kadang dijumpai nama jama’ah 

yang bersangkutan bukan nama jama’ah l;ain. 

f. Ketentuan fatwa: Imbalan ju'alah yang diberikan kepada jama’ah 

harus berasal dari komponen biaya paket perjalanan umrah yang 
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telah diakui dan dibukukan sebagai pendapatan perusahaan dan/atau 

dari kekayaan perusahaan. Prakteknya: Imbalan yang diberikan 

perusahaan langsung diambilkan dari uang muka yang disetorkan 

mitra level bawah jama’ah bersangkutan. 

g. Ketentuan fatwa: Imbalan ju'alah harus digunakan seluruhnya atau 

disisihkan sebagiannya untuk biaya keberangkatan umrah, guna 

menghindari penyimpangan tujuan mengikuti PLBS, yaitu 

melaksanakan umrah (bukan bertujuan untuk mendapatkan imbalan 

semata). Prakteknya: Masih ada jama’ah yang menerima imbalan 

dari perusahaan digunakan untuk kepentingan lain. 

h. Ketentuan fatwa: Imbalan ju'alah yang dijanjikan oleh perusahaan 

kepada jama’ah tidak menimbulkan ighra. Prakteknya: Masih ada 

jama’ah yang hanya mengejar bonus secara berlebihan. 

i. Ketentuan fatwa: Penyelenggaraan PLBS Jasa Perjalanan Umrah 

harus terhindar dari muqamarah, gharar, maysir, riba, dharar, 

zdulm, money game, ighra' jahalah, tadlis, gisysy, talbis, 

kitman, dan syubhat. Prakteknya: Masih ada unsur dharar dan 

ighra’. 

j. Ketentuan fatwa: Dalam hal jama’ah tidak mampu lagi menambah 

dana untuk membayar kekurangan biaya umrah dan/atau yang 

bersangkutan gagal merekrut mitra lainnya dalam jangka waktu yang 

disepakati para pihak, sehingga tidak berhasil mendapatkan dana 

yang cukup untuk melunasi biaya perjalanan umrah, maka 

perusahaan wajib mengembalikan komponen biaya paket jasa 

perjalanan umrah dari dana milik jama’ah/mitra tersebut setelah 

dikurangi biaya yang nyata. Prakteknya: Tidak dikembalikan oleh 

perusahaan dalam bentuk uang tunai, jama’ah hanya menerima 

voucher yang bisa dipindahtangankan atau diperjual belikan. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem 

pemasaran umrah dan haji plus PT. Arminareka Perdana belum 

sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI tentang penjualan 

langsung berjenjang syariah jasa layanan umrah. Masih ada 10 (sepuluh) 

ketentuan yang belum terpenuhi. 

2. Analisis Syar’i Sistem Pemasaran PT. Reward Indonesia Madani. 

Sebagaimana telah dibahas di atas, sistem pemasaran PT. Reward 

Indonesia Madani temasuk katagori penjualan langsung berjenjang. Di 

Indonesia untuk menjamin kehalalan transaksi bisnis telah dikeluarkan 

berbagai pedoman syar’i. otoritas yang diberi kewenangan untuk 

mengeluarkan fatwa-fatwa terkait transaksi bisnis adalah dewan syaria’ah 

nasional Majelis ulama Indonesia (DSN-MUI). Analisis syar’i sistem 

pemasaran yang dijalankan oleh PT. Reward Indonesia Madani mengacu 

pada fatwa-fatwa DSN-MUI. Sebagian ketentuan-ketentuan dalam fatwa 

telah dipenuhi oleh perusahaan. Namun demikian masih ada beberapa 

ketentuan fatwa yang belum dipenuhi. Ketentuan-ketentuan yang belum 

dipenuhi dapat diuraikan berikut ini. 

a. Ketentuan fatwa: Perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk 

menyerahkan obyek akad, yakni memberangkatkan anggota untuk 

melaksanakan umrah; kemampuan tersebut meliputi kemampuan 

permodalan, kemampuan manajerial, dan kemampuan operasional. 

Prakteknya: Perusahaan tidak memiliki biro jasa penyelenggara haji 

dan umrah sendiri, jama’ah diberangkatkan melalui perusahaan lain. 

b. Ketentuan fatwa: Obyek akad yang berupa Jasa Perjalanan Umrah 

harus jelas rinciannya pada saat akad, antara lain bimbingan 

manasik, visa, akomodasi, transportasi (pesawat terbang dan 

transportasi di tanah suci), catering, muthawwif, ziarah, dan 

pengurusan di bmemberra (handling airport). Prakteknya: 

Perusahaan tidak memberikan bimbingan manasik karena jama’ah 

diberangkatkan melalui biro haji dan umrah lain. 
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c. Ketentuan fatwa: Jama’ah hanya boleh terdaftar pada satu titik atau 

satu kali dalam satu program paket perjalanan umrah yang sama 

dan/atau dalam satu program pemasaran umrah, untuk 

menghindari money game. Prakteknya: Ketentuan ini belum bisa 

dilaksanakan, masih ada jama’ah yang membeli lebih dari satu titik 

atau paket (13 paket, 22 paket, dan 40 paket) dengan nama satu 

orang. Sisa paket atau titiknya berupa nama kosong atau mungkin 

dinamai dirinya sendiri terlebih dahulu. 

d. Ketentuan fatwa: Obyek akad harus dipastikan waktu penyerahannya 

(pelaksanaan perjalanan umrah) pada saat akad. Prakteknya: jama’ah 

yang bergabung ada yang belum pasti waktu keberangkatan umrah 

atau haji plusnya. 

e. Ketentuan fatwa: Obyek akad harus menjadi tujuan akad (muqtadha/ 

ghayah al-'aqd) bagi jama’ah (untuk menghindari gharar yang 

berupa mukhalafat al-maqshud). Prakteknya: masih ada jama’ah 

yang hanya mengejar bonus dan tidak menjadikan obyek akad 

(umrah atau haji) sebagai tujuan utama.  

f. Ketentuan fatwa: Apabila terjadi pembatalan dari pihak jama’ah 

atas ijarah mausufah fi al-dzimmah berdasarkan udzur syar‘i, maka 

semua harga obyek akad yang telah diserahkan kepada perusahaan 

akan dikembalikan kepada jama’ah setelah dikurangi biaya-biaya 

nyata yang wajar. Prakteknya: Jama’ah tidak mendapatkan 

pengebalian uang dari perusahaan karena hanya menerima voucher 

yang tidak bisa ditukarkan dengan uang tunai di perusahaan. 

Voucher tersebut hanya bisa dipindahtangankan atau dijual pada 

jama’ah lain. 

g. Ketentuan fatwa: Jumlah jama’ah/mitra level bawah (down-line) dan 

yang dibina oleh mitra level atas (up-line) harus dibatasi sesuai 

kebutuhan dan kewajaran untuk umrah. Prakteknya: ketika 

bergabung jama’ah masih ada yang membeli paket dalam jumlah 
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besar sekaligus tanpa memperhitungkan kebutuhan dan kewajaran 

untuk umrah. Mitra level bawah kadang dijumpai nama jama’ah 

yang bersangkutan bukan nama jama’ah l;ain. 

h. Ketentuan fatwa: Imbalan ju'alah yang diberikan kepada jama’ah 

harus berasal dari komponen biaya paket perjalanan umrah yang 

telah diakui dan dibukukan sebagai pendapatan perusahaan dan/atau 

dari kekayaan perusahaan. Prakteknya: Imbalan yang diberikan 

perusahaan langsung diambilkan dari uang muka yang disetorkan 

mitra level bawah jama’ah bersangkutan. 

i. Ketentuan fatwa: Imbalan ju'alah harus digunakan seluruhnya atau 

disisihkan sebagiannya untuk biaya keberangkatan umrah, guna 

menghindari penyimpangan tujuan mengikuti PLBS, yaitu 

melaksanakan umrah (bukan bertujuan untuk mendapatkan imbalan 

semata). Prakteknya: Masih ada jama’ah yang menerima imbalan 

dari perusahaan digunakan untuk kepentingan lain. 

j. Ketentuan fatwa: Imbalan ju'alah yang dijanjikan oleh perusahaan 

kepada jama’ah tidak menimbulkan ighra. Prakteknya: Masih ada 

jama’ah yang hanya mengejar bonus secara berlebihan. 

k. Ketentuan fatwa: Penyelenggaraan PLBS Jasa Perjalanan Umrah 

harus terhindar dari muqamarah, gharar, maysir, riba, dharar, 

zhulm, money game, ighra', jahalah,tadlis, gisysy, talbis, 

kitman, dan syubhat. Prakteknya: Masih ada unsur dharar dan 

ighra’. 

l. Ketentuan fatwa: Dalam hal jama’ah tidak mampu lagi menambah 

dana untuk membayar kekurangan biaya umrah dan/atau yang 

bersangkutan gagal merekrut mitra lainnya dalam jangka waktu yang 

disepakati para pihak, sehingga tidak berhasil mendapatkan dana 

yang cukup untuk melunasi biaya perjalanan umrah, maka 

perusahaan wajib mengembalikan komponen biaya paket jasa 
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perjalanan umrah dari dana milik jama’ah/mitra tersebut setelah 

dikurangi biaya yang nyata. Prakteknya: Tidak dikembalikan oleh 

perusahaan dalam bentuk uang tunai, jama’ah hanya menerima 

voucher yang bisa dipindahtangankan atau diperjual belikan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem 

pemasaran umrah dan haji plus PT. Reward Indonesia Madani belum 

sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI tentang penjualan 

langsung berjenjang syariah perjalan umrah. Masih ada 12 (dua belas) 

ketentuan yang belum terpenuhi. Ketentuan mengenai Perusahaan wajib 

memiliki kemampuan untuk menyerahkan obyek akad, yakni 

memberangkatkan anggota untuk melaksanakan umrah dan haji pada 

tanggal yang jelas lebih rawan tidak terpenuhi dibandingkan PT. 

Arminareka Perdana. Jama’ah baru bisa didafarkan keberangkatan umrah 

atau hajinya ke perusahaan biro jasa perjalanan umrah danhaji ketika 

biaya telah mencukupi. Demikian pula ketentuan mengenai tujuan obyek 

akad (berangkat umrah atau haji) lebih rawan untuk tidak terpenuhi 

karena jama’ah tidak terdaftar pada biro penyelenggara haji dan umrah 

secara langsung. Ketika bonus atau komisi yang telah dikumpulkan telah 

memenuhi biaya haji atau umrah belum tentu uangnya digunakan untuk 

mendaftar haji atau umrah. 

E. KESIMPULAN 

1. Mekanisme penjualan yang dijalankan oleh PT. Arminareka Perdana 

termasuk dalam katagori sistem penjualan langsung berjenjang (PLB), 

meskipun pengelola PT. Arminareka Perdana menyatakan bahwa 

pemasaran yang dilakukan bukan termasuk penjualan langsung 

berjenjang. Mereka juga mengungkapkan ketika mengurus perijinan 

pejualan dengan sistem berjenjang atau MLM pada Kementerian 

Perdagangan ternyata ditolak karena tidak memenuhi syarat. Klaim dari 

pihak PT. Arminareka penolakan tersebut menunjukkan bahwa sistem 



21 
 

penjualan mereka bukan termasuk katagori penjualan berjenjang atau 

MLM. Namun merunut dari berbagai pengertian tentang penjualan 

langsung berjenjang pemasaran yang mereka jalankan tergolong dalam 

katagori penjualan berjenjang atau MLM. 

2. PT. Reward Indonesia Madani (Travel-21-pLus) menerapkan konsep 

pemasaran berjenjang yang mengedepankan sistem saling 

menguntungkan, kerja sama dan transparan. Dalam sistem pemasaran 

yang dijalankan PT. Reward Indonesia Madani terdapat istilah up-

line (tingkat atas) dan down-line (tingkat bawah). Up-line dan down-line 

merupakan suatu hubungan pada dua level yang berbeda, yakni ke atas 

dan ke bawah, dan jika seseorang disebut up-line, maka ia mempunyai 

down-line, baik satu maupun lebih. Orang kedua yang disebut dengan 

down-line ini juga kemudian dapat menjadi up-line ketika dia behasil 

merekrut orang lain menjadi down-linenya, begitu seterusnya. Setiap 

orang berhak menjadi up-line sekaligus down-line. Seorang up-line akan 

mendapatkan manfaat berupa bonus/komisi dari perusahaan apabila 

down-linenya berhasil melakukan penjualan produk yang dijual oleh 

perusahaan. Sistem pemasaran PT. Reward Indonesia Madani ini hampir 

sama dengan sistem pemasaran yang dipraktekkan PT. Arminareka 

Perdana. Perbedaannya, PT. Arminareka Perdana memiliki biro 

perjalanan umrah dan haji plus untuk memberangkatkan jama’ah yang 

sudah membayar lunas, sedangkan PT. Reward Indonesia Madani tidak 

memiliki biro perjalanan umrah dan haji untuk memberangkatkan 

member yang telah membayar lunas. Member PT. Reward Indonesia 

Madani yang telah melunasi biaya perjalanan umrah atau haji akan 

diberangkatkan dengan biro perjalanan umrah dan haji lain. 

3. Sistem pemasaran umrah dan haji plus PT. Arminareka Perdana belum 

sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI tentang penjualan 

langsung berjenjang syariah perjalanan umrah. Masih ada 10 (sepuluh) 

ketentuan yang belum terpenuhi. Sedangkan sistem pemasaran umrah 
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dan haji plus PT. Reward Indonesia Madani juga belum sepenuhnya 

memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI tentang penjualan langsung 

berjenjang syariah perjalan umrah. Masih ada 12 (dua belas) ketentuan 

yang belum terpenuhi. Ketentuan mengenai Perusahaan wajib memiliki 

kemampuan untuk menyerahkan obyek akad, yakni memberangkatkan 

anggota untuk melaksanakan umrah pada tanggal yang jelas lebih rawan 

tidak terpenuhi dibandingkan PT. Arminareka Perdana. Jama’ah baru 

bisa didafarkan keberangkatan umrah atau hajinya pada perusahaan biro 

jasa perjalanan umrah dan haji ketika biaya telah mencukupi. Demikian 

pula ketentuan mengenai tujuan obyek akad (berangkat umrah atau haji) 

lebih rawan untuk tidak terpenuhi karena jama’ah tidak terdaftar pada 

biro penyelenggara haji dan umrah secara langsung. Ketika bonus atau 

komisi yang telah dikumpulkan telah memenuhi biaya haji atau umrah 

belum tentu uangnya digunakan untuk mendaftar haji atau umrah. 
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